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BAB V 

PENUTUP 

 

1.    Kesimpulan 

1.1.  Informasi Produk merupakan hal yang esensial dalam sebuah transaksi jual-

beli, terutama dalam transaksi jual-beli yang menggunakan media elektronik. 

Sebab dalam transaksi jual-beli elektronik informasi produk merupakan 

sebuah sarana komunikasi awal seorang penjual memasarkan barangnya 

kepada pembeli. Itu sebabnya informasi produk haruslah disajikan secara 

lengkap, jujur, dan benar dalam setiap penjualan produk yang dilakukan. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik mengatur secara jelas mengenai ketentuan pemberian 

informasi dalam transaksi jual-beli melalui media elektronik. Oleh karena itu 

kolom informasi produk dalam transaksi jual-beli elektronik tidaklah boleh 

untuk tidak diisi secara lengkap apalagi sampai tidak diisi sama sekali. 

Sehingga kebijakan pemberian kolom kosong pada informasi produk 

sebenarnya tidaklah bertentangan dengan hak konsumen karena melalui terms 

and conditions para penyedia platform sudah memberikan syarat dan 

ketentuan jelas mengenai pemberian informasi yang lengkap tersebut, sebab 

terms and conditions itu sudah merupakan upaya yang digunakan penyedia 

platform dalam menjamin hak konsumen, namun akan namun akan lebih baik 

apabila pihak penyedia platform menerapkan aturan mengenai standarisasi 

mengenai informasi tersebut dan menerapkan pengontrolan atau pengawasan 

produk yang lebih dalam kegiatan jual beli online terlebih untuk pelaku usaha 

agar informasi yang terdapat pada setiap penjualan produk sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan apabila platform membiarkan penjual 

bertransaksi atau tetap menjual produk melalui dengan tidak memberikan 

informasi produk yang jelas, lengkap dan jujur sesuai dengan aturan yang ada. 

 

1.2.  Penyedia platform merupakan pihak yang esensial dalam sebuah kegiatan 

transaksi online, berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab 

Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content 

dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik penyedia platform disebut juga sebagai Penyelenggara Sistem 

Elektronik.67 Penyedia Platform merupakan pelaku usaha yang juga harus 

menjamin terpenuhi hak konsumen dan harus menjalani kewajiban pelaku 

usaha sesuai aturan mengenai pemberian informasi produk Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu 

penyedia platform haruslah melakukan kontrol dan pengawasan platformnya 

agar tidak terjadi penjualan produk dengan informasi yang tidak sesuai aturan 

seperti tidak lengkapnya informasi produk maupun ketiadaan informasi atas 

produk yang dijual. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelusuran 

masih terdapat beberapa penjualan produk yang tidak memberikan informasi 

secara lengkap bahkan sampai tidak ada informasi sama sekali tetapi halaman 

penjualan tersebut tidak dihapus atau tidak dihentikan oleh penyedia 

platform. Namun pada kenyataan berdasarkan Surat Edaran Menteri 
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Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan 

Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User 

Generated Content itu tetaplah menjadi tanggung jawab dari penjual, sebab 

kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform hanyalah sebatas sistem 

dari situsnya. 

 

Oleh karena itu berdasarkan analisa di atas, Pertanggungjawaban Penyedia 

Platform Situs E-commerce kepada konsumen terhadap kerugian yang 

disebabkan informasi produk yang tidak lengkap ataupun kosong yang 

dicantumkan oleh penjual hanyalah sebatas perantara melalui sistemnya agar 

konsumen bisa langsung meminta pertanggung jawaban kepada penjual atas 

kerugian yang disebabkan tidak lengkapnya maupun kosongnya informasi 

produk yang dipromosikan oleh penjual. Namun jawaban ini masih terlalu 

prinsipil, sebab belum keluarnya dasar hukum yang resmi setelah Surat 

Edaran ini dikeluarkan pada tahun 2016 sampai sekarang. Jadi Surat Edaran 

Menkominfo Nomor 5 tahun 2016 ini hanyalah dapat digunakan untuk 

membantu penafsiran kita terhadap permasalahan seperti ini, 

 

2.    Saran  

 

Informasi Produk merupakan hal yang esensial dalam sebuah transaksi jual-beli 

melalui media elektronik. Dan penyedia platform juga merupakan pihak yang 

esensial dalam transaksi tersebut. Dalam realitanya masih terjadi beberapa 

permasalahan terkait informasi produk yang diperjual-belikan dalam beberapa 

transaksi jual-beli yang dilakukan secara online, dan masih terdapat juga beberapa 

halaman penjualan produk yang terdapat ketidakjelasan, ketidaklengkapan, serta 

ketiadaan informasi produk yang hendak dijual. Penyedia platform seharusnya 
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lebih berperan besar dalam kelangsungan transaksi jual-beli dalam platformnya 

dengan cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan kontrol setiap transaksi, 

dan lebih mengindahkan apa yang menjadi hak konsumen serta kewajiban pelaku 

usaha, sebab penyedia platform merupakan pelaku usaha yang wajib mematuhi 

norma hukum yang ada. Namun karena belum adanya aturan khusus yang secara 

spesifik mengatur mengenai apa saja yang harus dilakukan dan tanggung jawab 

platform, dibutuhkan peraturan-peraturan spesifik yang diberlakukan terhadap 

penyedia platform dalam segala tindakan dan pertanggungjawaban yang harus 

ditaati oleh penyedia platform, serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

Indonesia baik itu dari Pemerintah maupun dari pihak Penyedia Platform langsung 

agar konsumen bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan layanan e-commerce. 

Kepada para konsumen juga sebaiknya lebih mempelajari lagi bagaimana cara 

menemukan penjual yang terpercaya, bagaimana cara menyikapi informasi produk 

yang baik, sehingga tidak langsung tergiur dengan iklan yang terkadang 

menjurumuskan konsumen agar semata-mata langsung mau membeli produknya. 

Sebab kedepannya transaksi melalui media elektronik berbasis online ini mungkin 

akan menjadi transaksi jual-beli yang jauh lebih dipilih oleh masyrakat sebagai 

media transaksi yang digunakan mereka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dari 

primer sampai tersier. Sehingga jelas diperlukan pengawasan dan peraturan 

terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online ini serta terhadap sistem 

pengopersaiannya. Agar kedepannya transaksi jual-beli melalui media elektronik 

ini dapat digunakan dengan aman dan nyaman, serta menjamin segala hak-hak 

para pihak yang ada. 
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